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tentang Ketena(a kerfaan dapat

dlkatakan sebagal penggnntl Undangundang

No. 25 tahun 1997. Pelakanaan Undang-

undang No. 25 yang seyoglyanya dlmulal

tanggal I Ohober 1998 telah dua kall

ditunda melalul UU No. I I uhun 1998

dan UU No. 28 Prp tahun 200O, dan

akhimya dlcabut dengan mengundangkan

UU No. l3 tahun 2OO3.

Undang-undang Ketenaga kerfaan (UUK)

baru inl pada dasarnya mengambil sebagian

besar materi darl UU No. 2511997. Perlu

dicatat bahwa mulal tahap penlapan awal

penyusunan Rancangan, sampai kepada

pembahasan dl DPR hlngga tahap soslalisasl

rancangan akhlr, semua unsur-unsur terkalt

sudah dilibatkan yaltu wakil-wakil pengusaha

dan asosiri pengrrsaha, wahl pekeria dan

serikat pekeria, lembaga Pemerintah dan

Lembagp Swadaya Maryard<at (LSM)

terkalt. Salah satu yang menarik adalah

bahwa dalam setiap pembahasan, termasuk

dalam pembahasan di DPR, wakil ILO selalu

dlundang dan hadlr sebagl nara sumber

sekallgus memonltor supaya tidak ada

ketentuan yang bertentangan dengan

Konvensl lLO.

UUK lnl mempunyal cakupan yang sangat

luas. Sepertl UU No. 2511997, UUK tnl

memuat lsl darl 6 Ordonansldan 7 Undang-

undang yang dlcabut. Dlsamplng ltu UUK

lnl luga secara ekpllslt memuat mengenai

larangan dlskrimlnasl, perencanaan dan

lnformcl ketenaga kerfaan, pelatlhan keria,

dan hubungan industrial. Berbeda dengan

UU No. 25/1997, UUK lni tidak memuat

ketentuan mengenal hubungan lndustrial dl

sektor lnformal. UUK ini memuat antara

laln :

a. Landasan, asas dan tufuan pembangunan

ketenaga keriaan;

b. Kesempatan dan perlakuan yang

sama atau larangan dlskrimlnasi

dalam pekerjaan;

c. Perencanaan tenaga keria sebagai dasar

penyusunan kebiiakan, strategi, dan



t.

o

program pembangunar ketenaga

keriaan;

Pelatihan keria yang diarahkan untuk

meninglotkan dan mengembangkan

keterampilan dan keahlian tenaga keria

guna meningkatkan produktivitas keria

dan produktivltas Perusahan;

Pelayanan penempatan tenaga kerla

dalam rangka pendayagunaan tenaga

kerfa secara oPtlmal, Penempatan

tenaga keria Pada Pekerlaan Yang

tepat tanpa diskrimlnasl sesual dengn
/

kodrat, harkat, dan martabat

kemanusiaan;

Penggunaan tenaga kerla aslng;

Ketentuan hubungan keria dan

pembinaan hubungm industrlal sesual

dengan nilaFnllal Pancasila dlarahkan

untuk menumbuhkembangkan

hubungn yang harmonis antara Para

pelaku proses produki

Pemblnaan kelembagaan dan sarana

hubungan industrial termasuk p€raturan

perusahaan, lembaga keriasama bipartit,

serikat pekeria dan organisasl

pengusaha, perianiian keria bersann,

lembag kerlasama tripartlt, penyuluhan

dan pemaryarakatan hubungn

indusuial, dan lembaga penyelesaian

perselisihan lndustrial;

Pertlndungan tenaga keria termasuk

perlindungan aft$ hak'hak dasar pekeria

untuk berorganisasi dan berunding

dengan Pengusaha, PerlindungPn

keselamatan dan kesehatan keria,

perlindungan khusus tenaga keria

perempuan, orang muda, dan

penyandang cacat, serta perlindungan

upah dan iaminan rcsial;

Pengawasan ketenaga keriaan dengan

malaud agar peraturan perundang-

undangan dl bidang ketenaga keriaan

benar-benar dilakanakan sebagaimana

mestinya.

l. Landasan, Asas dan Tujuan

Bab ll UUK inl memuat ketentuan

mengenai pembangunan ketenaga

keriaan. Pembangunan ketenaga kerlaan

merupakan bagian lntegral darl

pembangunan naslond, berlandaskan

Pancasila dan Undang:Undang Dasar

1945. Pembangunar nasional

dilalaanakan dalam rangka

pembangunan manusia lndonesla

seutuhnya dan pembangunan

masyarakat seluruhnya untuk

meningfiatkan harkat, martabat, dan

harga diri tenaga keria.
.',

Pembangunan ketenaga keriaan

mempunyai banyak dimensi dan

keterkaitan dan sebab itu harus

diselenggarakan atas asas keterpaduan

melalui koordinasi fungsiond lintas

sektoral pusat dan daerah.

h.



a. memberdayakan

membudayakan tenaga keria secara

optimal dan manusiawi;

b. mewujudkan pemerataan

kesempatan keria dan PenYediaan

tenaga keria Yang sesuai dengan

kebutuhan Pembangunan nasional

dan daerah;

c. memberikah perlindungan kepada

tenaga kerla dalam mewuiudkan

keseiahteraan; dan

d. meningfiatkan keseiahteraan tenaga

keria dan keluarganYa.

2. Kesempatan dan Perlakuan Sama

Setiap tenaga keria memiliki

kesempatan Yang sama tanpa

diskiminasi untuk memPeroleh

pekeriaan. Setiap pekeria/buruh berhak

memperoleh perlakuan yang sama tanpa

diskriminasi dari pengusaha. Artinya,

setiap tenaga keria mempunyai hak dan

kesempatan yang sama untuk

memperoleh Pekeriaan dan

penghidupan yang layak sesuai dengan

minat dan kemampuannYa. Untuk itu,

setiap Pengusaha harus memberikan

kesempatan yang sama kePada semua

pencari keria dalam Penerimaan

pegawai. Demikian iuga Pengusaha

harus memberikan perlakuan yang sama

terhadap semua pekerja dalam hal

penugasan, promosi, pemberian upah,

pemberian penghargaan, dan pemberian

tindakan disiplin, sesuai dengan kriteria

yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Sesuai dengan Konvensi ILO No. 1 l l

tahun 1958, yang telah diratifikasi

dengan Undanglundang No. 2l tahun

1999, tldak boleh dilakukan

diskriminasi dalam penerimaan dan

perlakuan terhadap pekeria berdasarkan

ras, warna kulit, ienis kelamin, agama,

aliran politik, dan suku.

Ketentuan ini termasuk salah satu hak

dasar pekeria. Namun UUK ini tidak

memberikan petunjuk bagaimana

ketentuan ini diatur dan dilaksanakan.

Dalam UU No. 2511997, pelanggaran

atas ketentuan ini digolongkan sebagai

tindak pidana keiahatan dan diancam

dengan sanki pidana peniara paling

lama 5 tahun penjara dan atau denda

Rp 400 iuta. Namun berdasarkan

UUK ini, pelanggaran atas,ketentuan ini

hanya dikenakan sanksi administratif.

3. Perencanaan, lnformasi dan Pelatihan

Pemerintah berfungsi menyusun

perencanaan tenaga kerja sebagBi dasar

dan acuan penyusunan kebiiakan,

strategi dan pelakanaan pembangunan

ketenaga-keriaan, baik perencanaan

Pembangunan

benujuan :

ketenaga kerjaan

dan



tenaga keria makro maupun

perencanaan tenaga keria mikro. Untuk

itu diperlukan informasi ketenaga

keriaan meliputi penduduk dan tenaga

kerj4 kesempatan keria, pelatihan keria,

produktivitas tenaga keria, hubungan

industrial, kondisi lingkungan keria,

pengupahan dan keseiahteraan tenaga

keria, sena jaminan osial tenaga keria.

lnformasi ketenaga kerjaan tersebut

dihimpun dari semua instansi Yang

terkait, baik lnstansi Pemerintah

maupun swasta. Lembaga pendidikan

dan lembaga latihan misalnya perlu

memberikan informai mengenal iumlah

dan kualltas lulusan serta iumlah putus

sekolah. Perusahaan-perusahaan perlu

memberikan informasi mengenai

lowongan keria, kebutuhan latihan,

upah, kecelakaan keria, dan lain-lain.

Ketentuan lebih lanlut akan diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pelatihan keria dimaksudkan untuk

membekali dan meningkatkan

kemampuan, komPetensi dan

produktivitas pekeria. Pelatihan keria

dapat diselenggarakan oleh Pemerintah,

Lembaga Pelatihan Swasta, dan oleh

Perusahaan di tempat keria, dengan

memperhatikan kebutuhan pasar keria

dan dunla usaha di datam dan di luar

negeri. Program Pelatihan Yang

diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan

Swasta wajib memperoleh izin dari

instansi yang bertanggungiawab di

bidang ketenaga kerjaan di

kabupaten/kota. Penyelenggara

pelatihan keria harus menjamin tersedia

tenaga pelatih, tersedia kurikulum yang

sesuai dengan tingkat pelatihan, tersedia

sarana dan pruarana pelatihan kerja dan

tersedia d.{rr bagr kelangsungan

kegiatan penyelenggaraan program

pelatlhan keria;

Lembaga pelatihan kerja swasta perlu

memperoleh akreditasi. Pengakuan

kompetensi keria bagi lulusan program

pelatlhan diberlkan melalui sertlfikasl

kompetensl keria setelah mengikuti tes

atau uil kompetensl.

Pemagangan dilakukan sebagai bagian

dari sistem latihan kerla, yang

diselenggarakan secara terpadu antara

lembaga pelatihan dergan bekeria secara

langung di perusahaan di bawah

bimbingan dan pengawuan instruktur

atau pekeria yang lebih berpengalaman.

Program pemagangan disusun

berdasarkan perryaratan dan kualifikasi

iabatan dan dapat disusun berieniang.

Antara pengusaha penyelenggara

pemagangan dan peserta, dibuat

perianiian pemagangan yang memuat

ketentuan langka waktu pemagangan,
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4.

hak dan kewaiiban peserta, serta

kewenangan dan karvaiiban pengusaha.

Perluasan Kesempatan Keria dan

Penempatan Tenaga

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan

kesempatan yang sama untuk memllih,

mendapatkan, atau plndah pekerfaan

dan memperoleh penghasllan yang layak

di dalam dan luar negBri. Penempatan

tenaga kerfa dilakukan secara terbuka,

bebas, obyektif, adll, dan tanpa

diskriminul, dlarahkan untuk

menempatkan tenaga keria pada

iabatan yang tepat sesual dengBn

keahlian, keterampilan, bakat, mlnat,

dan kemampuan tenaga kerja, dengBn

memperhitlkan harkat, martabat, hak

asasi, dan pelindungan hukum.

Pengusaha dapat merekrut sendiri

tenaga kerja yang dibutuhkan atau

melalui pelakana penempatan tenaga

keria. Pelaksana penempatan tenaga

keria dapat dilakukan oleh instansi

pemerintah dan lembaga swasta.

Penempatan tenaga kerfa swasta harus

berbentuk badan hukum dan dapat

diselenggarakan hanya setelah mendapat

izln Menteri Tenaga keria. Pelakana

penempatan tenaga keria dari lnstansl

pemerlntah tidak boleh memungut

blaya dari pekerja. Lembaga

penempatan tenaga kerfa swasta dapat

memungut biaya dari pengguna dan darl

tenaga keria golongan tertentu.

Pemerintah bertanggungf awab

mengupayakan perluasan kesempatan

keria antara lain dengan :

a. memobilisasl dukungan masyarakat,

lembrga keuangan dan perbankan,

dan dunla usahE

b. mendayagunakan potensl

sumberdaya alam, sumberdaya

manusia, dan teknologi tepat guna;

c. pemblnaan tenaga keria mandlrl,

penerapan slstem padat karya,

penerapan teknolog tepat gUr?,

dan pendayagunaan tenaga kerla

sukarela;

d. pembentukalr badan koordinol

perluasan kesempatan kerfa.

Tenaga kerja asing (TKA) dapat bekeria

di lndonesia hanya dalam hubungan

keria untuk iabatan tertentu dan waktu

tertentu, setelah mendapat lzln dari

Menterl Tenaga ,. kerfa. Perorangan

ditarang mempekeriakan TKA.

Penggunaan TKA harus secara selehlf

untuk memberi peluang bagi tenaga

kerfa lndonesia dan harus menlamln

proses allh teknolod. Untuk ltu setlap

perusahaan yang akan menggunakan

TKA waiib menyusun Rencana



Peng8unaan Tenag keria Asing

(RPTKA) yang dlsahlon oleh Menterl

Tenaga kerla. Perusahaan yang

menggunakan TKA, waflb :

a. menunluk tenaga kerfa lndonesla

sebagal pendanplng TKA,

b. melalsanakan pendldlkan dan

latlhan bagl tenaga kerfa lndonesla

pendamplrg TKA,

c. membayar kompensasl atas

mempekerfakan TKA.

5. Hubungan Kerfa

Htrrbungar kerla terladl karena adanya

perfanflan kerfa antara pengusaha dan

pekerla. Perlanflan kerla dlbuat atas

daar kesepakatan kedua belah plhak.

Pekerlaan yang dlperlanllkan tldak

bertentangan dengan ketertlban umum,

kesusllaan, dan peraturan perundangan

yang berlaku. Perlanllan kerla (tertulls)

antara laln memuat keterangPn

mengenal labatan atau lenls pekerlaan,

besar upah dan cara pembayarannya,

serta syarat-syarat kerla yang memuat

hak dan kewailban pengusaha dan

pekerla.

Perlanllan kerla dapat dlbuat untuk

waktu tertentu dan untuk waktu tidak

tertentu. Dalam perianiian keria untuk

waktu teftentu, tidak berlaku masa

percobaan. Perianiian keria untuk waktu

tldak tertentu dapat menryaratkan masa

percobaan, akan tetapl upahnya tldak

boleh leblh rendah darl upah mlnlmum

yang dltetapkan oleh Menterl Tenaga

kerla.

a. Perlanflan Kerla Waktu Tertentu

Perlanflan kerla untuk wahu

tertentu tldak dapat dlbuat untuk

pekerfaan yang benlfat tetap, akan

tetapl hanya untuk pekerlaan

tertentu yang menurut lenls dan

slfat atau keglatan pekerlaannya

akan selesal dalam wahu tertentu,

yaltu : (l) pekerlaan yang sekall

selesal atau sementara slfatnya; (2)

pekerfaan yang dlperklrakan

penyelesalannya dalam wahu yang

tldak terlalu lama dan pallng lama

3 tahun, (3) pekerlaan yang

berslfat muslman dan atau (1)

pekerlaan yang berhubungan

dengan produk baru, keglatan

baru, atau produk tanlbahan yang

maslh dalma percobaan atau

penlalakan.

Perfanllan kerla waktu tertentu

(PKWT) dllakukan untuk pallng

lama dua tahun, akan tetapl dapat

diperpanfang atau diperbaharui.

Perpanfangan PKWT dapat

dllakukan hanya satu kall untuk
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pallng lama satu tahun. Pembaruan

PKWT dapat dilakukan hanya satu

kali untuk paling lama dua tahun

setelah PKWT yang lama berakhir

paling sedikit 30 hari.

b. Perianiian Pemborongan Pekerjaan

Pengusaha tidak boleh

memborongkan kepada perusahaan

lain kegiatan-kegiatan atau

pekerfaan utama (core buslnesl)

atau berhubungan langpung dengan

proses produkl. Yang dapat

dlborongkan kepada perusahaan

laln sebagal pemborong adalah

pekerfaan yang berslfat penunfang

perusahaan, yang dapat dilakukan

secari terptsah darl kegiatan utama

seperti pelayanan kebenihan

(cleaning servlce), penyedlaan

makanan bagl pekeria (catednlt

dan satuan pengamanan (securlty).

Perusahaan pemborong harus

berbadan hukum. Sesual dengBn

sifat pekeriaan yang diborongkan,

hubungan keria perusahaan

pemborong dan pekeria dapat

didCIarkan atas perianiian keria

wahu tldak tertentu (PKWTT),

atau perianjian keria waktu tertentu

(PKWT). Perlindungan dan syarat

keria bagi pekerla di perusahaan

pemborong harus sama atau lebih

baik dari perlindungan dan syarat

keria di perusahaan pemberi keria

(induk).

6. Perlindungan, Pengupahan, dan

Keseiahteraan

Penyandang cacat pada orr.rra'na*,
diberi kesempatan untuk bekerja, dalam

batas derajat kecacatannya. Dalam

rangka melindungi anak, orang muda

dan pekeria perempuan, pengusaha

pada dasarnya dllarang

mempekeriakan :

a. anak di bawah umur 15 tahun,

kecuali melakukan pekerfaan rlngan

bag anak berumur l3-15 tahun;

b. anak (di bawah 18 tahun) dalam

tambang, di tempat berbahaya, dan

pada wahu tertentu malam harl;

c. anak di pekerjaan kondisi buruk

seperti perbudakan, pelacuran,

pornografi, perjudian, perdagangan

minuman keras, naqkotlka, dan

psikotropika;

d. perempuan berumur kurang dari

18 tahun dan perempuan yang

sedang hamil, antara pukul 23.0O

s/d pukul 07.00;

Waktu kerja dalam satu minggu ditetapkan

40 iam, dapm diatur dalam :



Khuru untuk

pengusaha:

pekerla perempuan,

a. maklmum 7 lam satu harl bag

yang bekerla 6 harl dalam satu

mlngEui atau

b. maklmum 8 fam satu harl bagl

yang bekerla 5 hari dalam satu

mlnggu.

Dalam hal pengusaha mempekeriakan

pekerla meleblhl waktu kerla, pengusaha

wajib membayar upah lembur. Waktu

keria lembur pallng lama 3 iam satu

harl dan 14 fam satu mlnggu. Setiap

pekerfa berhak memperoleh lstlrahat

pallng sedikit :

a. setengah fam setelah bekeria 4 fam

terus-menerus;

b. lstlrahat mingguan satu hari untuk

6 harl, kerja seminggu atau dua

harl untuk 5 hari keria seminggu;

c. lstlrahat atau cutl tahunan I 2 harl

keria;

d. istlrahat panfang 2 bulan bad

pekerla yang bekeria 6 tahun

secara terus-menerus di

perusahaan yang mampu,

dllakanalon satu bulan pada tahun

ketuluh dan satu bulan pada tahun

kedelapan.

a. tldak boleh mewafibkan bekeria

pada harl pertama dan kedua wahu

haid;

b. memberi istirahat selama l 15

bulan sebelum saatnya menurut

perhitungan doher/bldan

melahlrkan dan 1,5 bulan sesudah

melahtrkan anak; \
c. memberikan istirahat 1,5 bulan

setelah mengalami gugur

kandungan;

d. memberi kesempatan sepatutnya

untuk menyusukan bayinya pada

jam keria.

Dalam rangka perlindungan pengupahan

dan untuk memenuhi penghidupan yang

layak bag kemanusiaan, pemerintah

mengatur ketentuan mengenal upah

mlnlmum, upah kerla lembur, upah

tldak masuk kerfa karena berhalangan,

upah tidak masuk keria karena

melakukan kegiatan lain, dan upah

karena menjalankan hak istlrahat keJa.

Setlap pengusaha diminta menyusun

struhur dan skala upah dengan

memperhatikan golongan iabatan, masa

kerja, pendidikan dan kompetensi serta

melakukan peninjauan upah secara

berkala. Pengusaha wafib membayar

upah apablla pekeria tldak masuk kerla

karena :



a. sakit dalam 4 bulan pertama

l00Vo, 4 bulan kedua 75olo, 4

bulan ketlga 50o/o, hingga dalam 4

bulan keempat 25o/o;

b. menikah (3 hari), menikahkan anak

(2 hari), mengkhitankan anak (2

harl), membabtiskan anak (2 hari),

lsterl melahlrkan atau keguguran

kandungm (2 harl), anggota

keluarga meninggal dunia (2 hari);

c. sedang menjalankan kewajiban

negara;

d. menjalankan ibadah yang

diperintahlon agamanya;

e. pekerfaan yang diianiikan

pengusaha tldak tersedia;

f. melakanakan hak istirahaq

g. melalaanakan tugas serikat pekeria

atas persetujuan pengusaha;

h. melakanakan tug:ts pendidilon dari

perusahaan.

Dalam rangka meningkatkan

keseiahteraan pekeria dan keluarganya,

pengusaha wajib mempertanggunglan

pekeria pada program iaminan sosial

tenaga keria (lamsostek). Sesuai

dengBn kemampuan, perusahaan

mendorong pembentukan koperasi serta

menyediakan fasilitas kesejahteraan

sepertl pelayanan keluargB berencana,

tempat penitipan bayi, perumahan

pekerja, fasilitas beribadah, fasilitas olah

raga, dan kartin.

Hubungan lndustrial

Hubungn industrial adalah sistem

hubungar anura para pelaku proses

produkl yaitu pengusaha, pekerja, dan

Pemerlntah. Tuiuannya adalah untuk

menumbuhkembangkan hubungan yang

aman dan harmonb antara pengusaha

dan pekerja, yaitu dengan mendorong

setiap pengusaha mengembangkan sikap

memperlakukan pekerja sebagai panusia

atas dasar kemitraan yang selaiar

sesual dengan kodrat, harkat, martabat

dan harga dlri pekerja.

Sarana hubungar lndustrlal terdirl darl

Peraturan Perusahaan, Lembaga

Keriasama Bipartit, Serikat Pekerja,

Perjanilan Kerfa Bersama, Organisasl

Pengusaha, Lembaga Keriasama

Tripartit, Peraturan Perundang-

undangan Ketenaga keriaan, dan

Lembaga Penyelesaian Perselislhan

lndustrial.

Setiap pengusaha yang mempekeriakan

l0 orang atau lebih wajib membuat

Peraturan Perusahaar. Peraturan

Perusahaan (PP) disusun oleh pengusaha

setelah atau tanpa berkonsultasi dengan

wakil pekeria, dan disahkan oleh

Menteri Tenaga keria atau pefabat yarig

ditunjuk. PP sekurang-kurangnya

memuat ketentuan mengenai hak dan

kewaiiban pengusah4 hak dan kervajiban
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pekeria, syarat kerja, tata tertib

perusahaan, dan iangka waktu

berlakunya peraturan perusahan.

PP berlaku untuk dua tahun. Setiap

perubahar PP harus mendapat

pengrsahan dari Menteri Tenag keria

atau pejabat yang dituniuk. Pengusaha

wajib memberitahukan dan menjelaskan

PP kepada pekeria.

Setiap pengusaha yang mempekeriakan

50 orang pekeria atau lebih harus

membentuk Lembaga Keriasama Bipartit

(LKB). LKB terdiri dari wakil

pengusaha dan wakil pekeria yang

dituniuk oleh pekeria atau Serikat

Pekeria. LKB berfungsi sebagai forum

komunikasi dan konsultasi mengenai

ketenaga kerjaan di perusahaan.

Setiap Pekerfa berhak membentuk dan

menjadi anggota serikat pekeria. Sesuai

dengan Undangundang No. 2l tahun

2000, Serikat Pekeria berhak

melakukan perundingn dalam

penyusunan Perianiian Keria Bersama;

dan menyelesaikan perselisihan

indusrial.

Perlaniian Keria Bersama (PKB)

dirundinglan dan disusun oleh

Pengusaha bersama Serikat Pekeria atau

beberapa Serikat Pekerla yang telah

terdaftar dan mewakili sebagian terbesar

pekeria di perusahaan yang

bersangkutan. PKB paling sedikit

memuat ketentuan mengenal hak dan

kewajiban pengusah4 hak dan kewajiban

pekeria dan Serikat Pekerja, serta iangka

waktu dan tanggal mulai berlakunya

PKB.

Dl setiap perusahaan dapat disepakati

hanya satu PKB yang berlaku untuk

semua pekeria. Setiap PKB berlaku

untuk paling lama dua tahun dan dapm

diperpanjang satu kall untuk paling tama

satu tahun. Pengusaha waiib menceulg

membagikan dan menjelaskan isl pKB

kepada sduruh pekeria.

Para pengusaha berhak membentuk atau

meniadl anggota organisasi atau asosiasi

pengusaha yang khusus menangani

bidang ketenaga keriaan dalam rangka

pelaksanaan hubungan lndusrial.

Lembaga Keriasama Tripartit (LKT)

terdlri darl unsur Pemerintah,

pengusaha, dan pekeria, berfunpi

memberikan peftimbangan, saran dan

pendapat kepada Pemerintah dan pihak-

pihak terkait mengenal keblfakan dan

pemecahan masalah ketenaga keriaan.

LKT dapat disusun dl tingkat nasional

dan tingkat daerah, serta menurut

sektor atan sub sektor ekonomi.
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8. Lembaga Penyelesalan Perselisihan

Hubungan lndustrial

Setiap perselisihan hubunpn industrial

pada dasamya harus diselesaikan pada

forum atau lembaga kerfasama blpartit

oleh pengusaha dan pekerla atau serikat

pekeria secara muryawarah untuk

mufakat. Perselisihan hubungan

industrial yang tldak berhasil dlselesaikan

secara blpartit, akan dlselesalkan oleh

lembaga P4D dan atau P4P. Dalam

RUU yang baru, dlrencanakan untuk

diselesaikan melalul Maiells

Penyelesianan Persellslhan HubungBn

lndustrial (PPHI) yang akan dlatur

dalam undangundang tersendlrl.

Alternatli tain adalah tindakan

pemalsaan atau seplhak beruPa

pemogokan oleh serlkat pekeria atau

penutupan perusahaat (lock'ou| oleh

pengusaha. Tindalon Pemalaaan

berupa mogok dan Penutupan

perusahaan (lock'oui) merupakan hak

yang dapat dilakukan bila Lembaga

Bipartit atau mediatpr tidak berhasil

menyelesalkan percelislhan. Rencana

mogok harus diberitahulon kePada

pengusaha dan instansi yang berwenang

7 hart sebelumnya. Pemberitahuan

teruebut menielaskan :

a. wahu (hari, tanggaf dan iam)

mogok keria dimuhl dan did<hiri;

b. tempat mopk keria;

c. alasan dan sebab-sebab pemogokan

harus dild<ukan;

d. tanda tangan ketua dan seketarls

serikat pekeria, atau oleh

koordlnator/ penanggungiawab

pemogokan.

Pekerfa berhak mendapatkan upah

selama melakukan pemogokan secara

sah untuk menuntut pengusaha yang

tldak metakanalon ketentuan yang

berslfat normatlf, yaitu kewallban

pengusaha yang sudah dlatur dalam

peraturan perundangundangan,

perlanllan kerfa, peraturan perusaham

atau perianjian kerla benama.

Pengusaha tldak dibenarkan melakukan

penutupan perusahaan sebagai

pembalasan atas tlndakan pemogokan

oleh serlkat pekeria. Pengrrsaha dapat

melakukan penutupan perusahaan bila

perundingan dengan serlkat pekeria

dianggap gagai.. Pengusaha waiib

memberitahukan'rencana penutupan

perusahaar kepada pekeria atau serlkat

pekerla dan instansl yang berwenang 7

harl sebelum pelakanaan dengan

menielaskan waktu (harl, tanggal, dan

lam) penutupan perusahaan dimulai dan
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dlakhlri, sefta alasan dan sebab-sebab

melakukan penutupan perusahaar.

lnstansl yang berwenang dalam 7 hari

rencana pemogokan atau penutupan

perusahaan waiib melakukan pendd<atan

kepada pengusaha dan serikat pekerla

yang bersangftutan, supaya mereka

berdamal dan menyelesaikan

perselisihan mereka sendlrl. Bila instansl

yang benrenang dlmakud merasa tldak

berhasil menyelesaikan perselislhan, dia

wafib segera menyampaikan kasus

tersebut kepada Majells PPHI. Dan

selama proses hukum di Maielis

berlangsung, baik serikat pekeria

maupun pengusaha tldak boleh

melakukan tlndakan sepihak. Jadl

secara teoritis, hak mogok dan hak

menutup perusahaan tidak sempat

teriadl.

9. Pemutusan Hubungan Kerla

Pengusaha, pekeria dan/atau Serikat

Pekeria harus sama-sama mengupayakan

menghindari pemutusan hubungan

keria. Pengusaha dapat memutuskan

hubungan kerla hanya setelah

memperoleh penetapan dari lembaga

penyelesaian persellslhan hubungan

lndustrial (LPPHI). Permohonan

penetapan pemutusan hubungm kerla

diaiukan secara tertulis kepada LPPHI

dengan alasan-alasannya. Pengusaha

dllarang melakukan pemutusan

hubungar kerfa dalam halpekeria :

a. berhalangn masuk keria karena

saldt menurut keterangan dokter

selama tidak melampaui 12 bulan

terus-menerus;

b. berhalangpn menjalankan

pekeriaannya karena memenuhl

kewajiban terhad4 negara;

c. menjalankan ibadah yang

diperintahkan agamanya;

d. menlkah, hamll, melahlrkan, atau

gugur kandungan;

e. pekeria mempunyal pertallan darah

dan/atau lkatan pe*awlnan dengan

pekerfa lalnnya di dalam satu

perusahaan, kecuall telah diatur

dalam KKB atau PP;

f , mendldkan, menjadi angota

dan/atau menladl pengurus Serlkat

Pekerfa;

g. mengadukan pengusaha kepada

yang benraiib mengenal perbuatan

pengusaha yang melakukan tindak

pidana kgahatan;

h. mempunyal perbedaan paham,

agama, aliran potitlk, suku, warna

kullt, golongan, lenis kelamln,

kondisi fisilq, atau status

perkawinan;

l. dalam keadaan cacat tetap atau

saldt akibat kecelakaan keria atau

hubungBn kerla.
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Selama putusan LPPHI belum

ditetapkan, pengusaha dan pekeria

melalsanakan kewaiibannya seperti

biasa. Dalam proses pemutusan

hubungan keria, pengusaha dapat

melakukan skorsing dengn tetap

membayar upah dan hak'hak pekerfa

sepereti biuanya. Dalam hal teriadl

pemutusan hubungan keria, pengusaha

waiib membayar:

a. uang pesangon sesual dengan masa

keria, mulai dari satu bulan upah

untuk masa keria kurang darl satu

tahun, hingga 9 bulan upah untuk

masa keria keria 8 tahun atal lebih;

b. uang penghargaan masa keria 2

bulan' upah untuk masa keria 3

tahun atau lebih tetapi kurang dari

6 tahun, hingga l0 bulan upah

untuk masa kerta 24 tahun atau

lebih;

c. penggantian hak Yang belum

diterima meliputi cuti tahunan yang

belum diambil, blaya kembali ke

tempat pekeria diterima, l5o/o

uang pesangon dan atau

penghargaan masa keria sebagai

penggantian perumahan dan

pengobatan, dan hal-hal lain Yang

telah ditetapkan.

Tanpa ketetapan LPPHI, Pengusaha

dapat memutuskan hubungn keria atas

pekeria yang terbukti melakukan

kesalahan berat seperti :

a. melakukan penipuan, pencurian,

atau penggelapan barang dan/atau

uang milik perusalraan;

b. memberikan keterangan palsu

sehlngga meruglkan perusdraan;

c. mabuk, memakal dan atau

mengedarkan narkotika di

lingkungn keria;

d. melakukan asusila atau perjudian di

lingkungan keria;

e. menyeran& menganlaya,

mengancam, atau mengintimidasi

teman sekeria atau pengusaha di

lingkungan keria;

f. membuiuk teman

pengusaha untuk

perbuatan yang

dengan peraturan

undangpn;

sekeria atau

melakukan

bertentangan

perundang-

g. dengan ceroboh atau sengaia

merusak atau membiarkan dalam

keadaan bahaya barang millk

perusahaan yang rpenimbulkan

kerugian ba$ perusahaan;

h. dengan ceroboh atau sengpia

memblarkan teman sekerla atau

pengusaha dalam keadaan bahrya

di tempat keria;

l. membongkar atau membocorkan

raharla perusahaar yang seharusnya

dirahasiakan kecuali untuk

kepentingan negara; atau
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i. melakukan perbuatan lainnya di

lingkungan perusahaan yang

diancam pidana peniara 5 uhun

atau lebih.

Pekeria yang bersangkutan memperoleh

uang penggantian hak dan uang pisah.

Pekeria yang keberatan menerima

pemutusan hubungn keria oleh

pengusaha, dapat mengaiukan gugatan

ke LPPHI.

Pengusaha waiib memberikan bantuan

kepada keluarga tanggungan pekeria,

bila pekeria ditahan yang beruaiib

karena diduga melakukan tindak pidana.

Bantuan {iberikan untuk paling lama 6

bulan menurut iumlah unggungan, yaitu

25o/o upah' untuk tanggungan satu

oran$ 35olo upah untuk tanggungan 2

orang 450/o upah untuk tanggungan 3

orans 500/o upah untuk tanggungBn 4

orang.

Pengusaha wajib memPekeriakan

kemball pekeria yang sebelum 6 bulan

dinyatalon tidak bersalah. Pengusaha

tanpa penetapan LPPHI daPat

memutuskan hubungan keria atas

pekeria yang dalam 6 bulan tldak

melakukan pekeriaan karena proses

perkara pldana atau setelah ditetapkan

dan dlnyatakan bersalah oleh

pengadilan. Ung,rk itu, pengusaha waiib

membayar uang penghargaan dan uang

penggantian hak.

Pengusaha dapat memutuskan hubungan

keria kepada pekeria yang melakukan

pelanggaran disiplin sesual dengan yang

diatur dalam perianiian kerja, PP atau

PKB, setelah diberi surat peringatan

pertama, kedua dan ketiga. Pekerla

tersebut mendapat uang pesangon, uang

penghargaan masa keria, dan uang

penggantian hak sesuai dengan

ketentuan.

Pekeria yang tidak terikat dalam ikatan

dinas dapat mengaiukan pengunduran

dirl atas kemauan sendiri selambat-

lambatnya 30 harl sebelum pemutusan

hubungm keria berlaku. Pekerla yang

bersangkutan melakukan tugasnya dan

memperoleh hak-haknya sepertl biasa

hlngga surat berlakunya pemutusan

hubungan keria. Pekerla yang

mengundurkan dlrl berhak memperoleh

uang penggantlan hak dan uang plsah

sesual dengan ketentuan yang berlaku.

Pengusaha dapat mehkukan pemutusan

hubungar keria terhadap pekeria dalam

hal teriadi perubahan status,

penggabungan, atau Peleburan

perusahaar; perusahaan tutup karena

mengalaml keruglan selama dua tahun

terak'lrlr; perusahaan melakukan
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efisiensi; perusahaan mengalami pailit.

Pengusaha waiib membayar uang

pesangon dua kali, uang penghargaan

masa keria dan uang penggantian hak

kepada pekeria yang terkena PHK bila

pengusaha melakukan :

a. perubahan status, Penggabungan,

atau peleburan Perusahaan, dan

tidak bermaksud melaniutkan

mempekeriakan Pekeria; atau

b. efisiensi perusahaan.

Pengusaha waiib membaYar uang

pesangon, uang penghargaan masa keria

dan uang penggantian hak kePada

pekerja yang terkena PHK bila :

a. pengusaha melakukan Perubahan

status, penggabungan, Peleburan,

atau perubahan kepemilikan

perusahaan, akan tetaPi Pekeria

tidak bersedia melaniutlon

hubungan keria;

b. perusahaan terpaka ditutup karena

terbukti mengalami kerugian selama

dua tahun terakhir;

c. perusahaan pailit.

Bila pekeria meninggal dunia, ahli

warisnya berhak menerima uang

pesangon dua kali, uang penghargaan

masa kerla, dan uang penggantlan hak.

Pengusaha pada dasarnYa harus

mempertanggungkan semua Pekerja

pada program Dana Pensiun dengn

membayar seluruh iuran, atau, sebagian

iuran dan sebagan lagi oleh pekerja.

Dalam hubungan inl, pengusaha:

a. tidak perlu membayar apa-apa, bila

manfaat pensiun dari iuran

pengusaha sama atau lebih besar

dari perjumlahan uang pesangon

dua kali, uang penghargaan masa

keria dan uang pengantian ha$

b. wailb membayar selisih perjumlahan

uang pesangon dua kali, uang

penghargaan masa kerja dan uang

penggantian hak dengan manfaat

penslun dari iuran pengusaha.

Pengusaha waJib membayar uang

pesangon dua kall, uang penghargaan

masa kerja dan uang penggantian hak

bagi pekeria yang penslun yang tidak

dipertanggung-kan pada program Dana

Pensiun.

Pekeria yang mangkir setama lima hari

atau lebih tanpa alasan yang patut, dan

sudah dipanggil dua kali oleh

pengusaha, dapat dianggap

mengundurkan dirl, dan pengusaha

dapat memutuskan hubungan kerianya.

Pekeria yang bersangkutan berhak

memperoleh uang penggantian hak dan

uang pisah.

Pekeria dapat mengaiukan permohonan

PHK kepada LPPHI bila pengusaha terbukti :
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a. menganiaya, menghina secara kasar

atau mengancam Pekeria;

a. membuiuk atau menyuruh Pekeria

melakukan perbuatan Yang

bertentangan dengan hukum;

b. tidak membayar upah tepat waktu

selama 3 bulan atat lebih;

c. tidak melakukan kewaiiban Yang

telah diianiikan kepada Pekeria;

atau

d. memerintahkan pekerla melakukan

pekerjaan di luar Yang

diperianiikan.

Pekeria dengan alasan tersebut di atas

berhak menerima uang pesangon dua

kali, uang penghargaan masa keria, dan

uang penggantian hak. Bila LPPHI

menetapkan tuduhan pekeria tidak

terbukti, pengusaha dapat memutuskan

hubungan kerja terhadap pekeria yang

bersangkutan tanpa membaYar uang

pesangon dan uang penghargaan masa

keria.

Pekeria dapat mengaiukan gugatan

kepada LPPHI dalam satu tahun setelah

pemutusan hubungan keria karena

pekerja melakukan kesalahan berat,

pekeria dalam 6 bulan tidak masuk keria

karena dalam proses perkara pidana,

pekerja mengundurkan diri atas

kemauan sendiri.

10. Pengawasan dan Penyidikan

Pengawasan ketenaga kerjaan dilakukan

oleh pegawai pengawas yang kompeten

tergabung dalam unit tersendiri pada

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,

dan Pemerintah Kabupatar/Kota.

Dengan demikian pegawai pengawas

dapat melakukan tugasnya dan

mengambil keputusan secara

independen, tldak terpengaruh oleh

pihak lain.

Dlsamping penyidik peiabat Polisi

Negara, pengawas ketenaga keriaan

yang memenuhi syarat dapat diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik

Pegawai Negeri Sipil. Penyidik PNS

tersebut berwenang di bidang ketenaga

keriaan :

a. melakukan pemerikaan atas

kebenaran laporan serta keterangan

tentang tindak pidana;

b. melakukan pemeriksaan terhadap

orang yang didug melakukan

tindak pidana;

c. meminta keterangan dan bahan

bukti dari orang atau badan hukum

sehubungar dengan tindak pidana;

d. melakukan pemeriksaan atau

penyitaan bahan atau barang bukti

dalam perkara tindak pidana;
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e. melakukan pemeriksaan atas surat

dan atau dokumen lain tentang

tindak Pidana;

f . meminta bantuan tenaga ahli dalam

rangka Pelaksanaan tugas

penyidikan tindak Pidana;

g. menghentikan penyidilon apabila

tidak terdapat cukup buktl Yang

membuktlkan tentang adanYa

tlndak Pldana.

I l. Ketentuan Pldana dan Sanksl

Admlnistratlf

Pengusaha dapat dlancam dan

dikenakan hukuman Pidana Peniara

antara 2'5 tahun dan atau denda RP

200 ' Rp 500 iuta atas Pelanggaran

keiatan memPekeriakan anak Pada

pekeriaan sangat berbahaya (Pasal 74)

yaitu menyangkut :

a. perbudakan atau seienisnYa;

b. pelacuran, Produki Pornografi,

atau Periudian;

c. perdagangan minuman keras dan

narkotika;

d. pekeriaan berbahaYa untuk

keselamatan, kesehatan dan moral

anak.

Pengusaha dapat diancam dan

dikenakan hukuman Pidana Peniara

antara I -5 tahun dan atau denda RP

l0O - RP 500 iuta atas Pelanggaran

keiahatan tidak membayar kompensasi

pensiun (Pasal I 67 ayat 5) sebesar dua

kali pesangon, satu kali uang

penghargaan masa keria, dan satu kali

uang penggantian hak

Pengusaha dapat diancam dan

dlkenakan hukuman pidana penjara

antara 1-4 tahun dan atau denda

sebanyak Rp 100 - Rp 400 juta atas

pelanggaran kelahatan :

a. mempekeriakan tenaga kerfa aslng

tanpa izln (Pasal 42 ayat l);
b. perseorangan mempekerfakan

tenaga kerja asing (Pual 42 ayat

2);

c. mempekeriakan anak (Pasal 68);

d. mempekeriakan anak pada

pekerjaan ringan tidak memenuhi

persyaratan seperti bahwa harus

ada izin tertulis dari orangtua,

melebihi 3 iam satu hari (Pasal 69

ayat {2});
e. tidak memberikan . kesempatan

kepada pekeria melaksanakan

ibadah agamdnya (Pasal 80);

f. tidak memberikan istirahat 1,5

bulan bag perempuan sebelum

melahirkan, sesudah melahlrkan,

dan setelah gugur kandung (Pasal

82);
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g. membayar upah lebih rendah darl Pengusaha dapat diancam dan

ketentuan upah minimum (Pasal dikenakan hukuman pidana penjara

90); antara I '12 bulan atau denda sebesar

h. menghalang-halangi peker:ia dan Rp l0' Rp 100 iuta atas pelanggaran :

n atau serikat pekeria menggunakan

hak mogok secara sah, tertib dan a. mempekeriakan tenaga kerja asing

damai (Pasal 143); tidak sesuai dengan ketentuan

l. menolak mempekeriakan kembali iabatan dan standar kompetensi

pekerja yang semula diduga (Pasal 44 ayat {l});
melakukan tlndak pldana tetapl b. tldak menugBskan tenaga

sebelum 6 bulan dinyatakan tldak pendamping bagl tenaga keria asing

bersalah (Pasal 160 ayat (4)); (Pasal 45 avat {l});
i. tidak membayar uang penghargaan c. tldak memberlkan perlindungan

masa keria dan uang penggantlan bagl tenaga kerfa penyandarg cacat

hak kepada pekeria yang diduga sesual dengan kecacatannya (Pasal

melakukan tindak pldana dan telah 67 ayat {1});

diputuskan hubungan kerianya d. tldak memenuhi ketentuan dalam

(Pasal 160 ayat t7)). mempekeriakan anak (Pasal 7l
ayx {21);

Pengusaha dapat diancam dan e. tidak memenuhl ketentuan dalam

dikenakan hukuman pidana peniara mempekeriakan tenaga keria

antara I bulan - 4 tahun atau denda Rp perempuan pada malam hari (Pasal

10 - Rp 400 iuta atas Pehnggaran : 76);

f. tidak memenuhi ketentuan dalam

a. tidak memberikan perlindungan menugaskan keria lembur (Pasal

keseiahteraan, keselamatan, dan 78);

kesehatan pekerja (Pasal 35 ayat g. tidak memenuhi. ketentuan dalam

{2} dan ayat {3}); memberikan waktu istirahat dan

b. tidak membayar upah pada saat cuti keria (Pasal 79);

pekeria tidak metakukan pekeriaan h. tidak membayar upah lembur bagi

karena sakit, menikah, menikahkan Fekeria yang ditugCIkan bekeria

atau mengkhitankan anak, lembur pada hari libur resmi (Pasal

melakanakan hak istirahat, dan 85 ayat {3});

lain-lain (Pasal 93 aYat {2}).
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i. mengganti pekeria yang melakukan

mogok keria, atau memberikan

sanksi atau tindakan balasan kepada

pekeria melakukan mogok keria

sesuai dengan ketentuan (Pasal

144).

Pengssaha dapat dlancam dan

dikenakan hukuman Pldana denda

sebesar RP 5 RP 50 luta atas

pelanggaran :

a. tidak menerbitkan surat

pengangkatan bagi Pekeria Yang

dipekeriakan dalam wahu tak

teftentu dengan Perianiian keria

lisan (Pasal 63);

b. tidak memenuhi ketentuan dalam

menugaskan keria lembur (Pasal 78

ayat {1 });

c. tidak membuat Peraturan

Perusahaan sesuai dengBn ketentuan

(Pasal lO8);

d. tidak memPerbaharul Peraturan

Perusahaan Yang sudah habis waktu

dalam 2 tahun (Pasal lll ayat

{3});

e. tidak menielaskan isi Peraturan

Perusahaan kePada Pekeria (Pasal

1 t4);

f. tidak memberitahukan rencana

penutuPan Perusahaan kePada

pekeria atau serikat Pekeria dan

instansi Yang bertanggun$awab di

bidang ketenaga keriaan.

Sanksi administratif dapat dikenakan

berupa surat teguran, peringatan

tertulis, pembatasan kegiatan usaha,

pembekuan kegiatan usaha, pembatalan

persetuiuan, pembatalan pendaftaran,

penghentlan sementara sebagian atau

seluruh alat produki, atau pencabutan

lzln atas pelanggaran terhadaP

ketentuan :

a. tlndakan dlskiminatif pada

penerlmaan pekeria (Pasal 5);

b. tindalon diskrlmlnatif dalam

perlakuan terhadap pekeria (Pasal

6);

c. tldak memenuhi Persyaratan

penyelenggara pelatihan (Pasal I 5);

d. d. tidak memperoleh izin

menyelenggarakan pemagangan

dl luar negerl (Pasal 25);

e. memungut blaya pelayanan

penempatan darl tenaga kerla

(Pasal 38 ayat {21)i

f. tldak menunluk tenaga pendamplng

bagl tenaga kerfa asing,(Pasal 45);

g. tidak membayar kompensasl atas

penggunaan tenaga kerla asing

(Pasal 47);

h. tidak memulangkan tenaga keria

aslng yang hubungan kerianya

berakhlr (Pasal '18);

i. tldak meneraPkan sistem

manalemen keselamatan dan

kesehatan kerla (Pasal 87);

19



i.

k.

tidak membentuk lembaga

keriasama blpartit dl perusahaan

yang mempekerjakan 50 orang

atau leblh (Pasal 106);

tidak mencetak dan membagikan

naskah perianjian kerja bersama

kepada pekeria (Pasal 126 ayat

{3});

l. tidak memberikan bantuan kepada

keluarga pekeria, bila pekerja

dltahan karena diduga melakukan

tindakan pidana (Pasal

160;.*****

Prof. DR. Payama! Slmaqluntak, Al{l

la^blr dl Slborong.borong, Tapanull Uten, Sunatora Uta,n, tanggel 7 JUU t989. Pendldl[an SarJana Muda llmu
Alan dan Pastl nilP.U, Sartana [mu filnblshrsl gUA.LlN U, Msstot bldeng Ecouonl and f,unan Berotuces darl
Norttreastern Unlvorslty dan bldang Pollilcal Economlcs darl Boston Unlvorslty, sorts lloctor (PlrD) bldary Labour
Economlcs, Ilev. Economls & Urba& aud Reglonal Economlcs darl Boston Unlvorslty.

Jabatan : pernah moqlsbat sebagal KasubdlL Inlonnasl Pmar, Dlrskttu Blnagrau" Stal Abll tenaf,er bldary
KerJasama Internaslonal, Dlrlen Blnawas daJr Staf Alll Mena^ker bnaug SIIM, teralhlr (sanpal relarang)
menJabat sebagal Aslston AXI Mena^kerhans 6ftqnplng sebagal tugas uttma sobagal Penelltl.
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